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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kuliah Kerja Magang 

 

Kuliah Kerja Magang merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus ditempuh oleh 

setiap mahasiswa strata satu dalam masa studinya. Sejalan dengan perkembangan zaman 

dan ilmu pengetahuan yang semakin maju pesat, khususnya di bidang administrasi bisnis, 

maka mahasiswa dituntut untuk bekerja mandiri dan mempunyai suatu keahlian atau 

keterampilan agar mampu bersaing dalam dunia kerja. Diadakannya program magang 

diharapkan dapat melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri dan belajar dari realita yang 

ada dalam masyarakat serta dapat menambah wawasan mahasiswa. Kegiatan Magang 

pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara teori yang diterima di perkuliahan 

dan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan suatu perusahaan maupun instansi 

menyebabkan transaksi keuangan perusahaan tersebut semakin kompleks dan banyak, 

tidak hanya perusahaan manufaktur tetapi juga perusahaan jasa. Transaksi yang semakin 

bertambah mendorong pihak manajemen untuk lebih mengawasi dan mengontrol kegiatan 

transaksi sehari-hari secara seksama sehingga kegiatan operasional dalam perusahaan 

dapat diketahui dan diawasi dengan lebih baik. Setiap perusahaan menghendaki tingkat 

profitabilitas yang cukup tinggi sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup usahanya 

sampai kemasa yang akan datang. Untuk dapat mewujudkan pengawasan yang lebih baik 

terhadap alur kas yang terjadi didalam kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan 

sebuah prosedur yang dapat mempermudah dalam pencatatan, penggolongan dan 

pengklasifikasian transaksi kas yang terjadi sehingga dapat tercipta prosedur kerja yang 

baik. 

Menimbang bahwa kegiatan magang merupakan pengenalan dan pembekalan dunia 

kerja bagi mahasiswa, maka saya memilih Dinas Urusan Penanaman Modal dan PTSP 

Jombang yang berada di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang sebagai tempat untuk 

menerapkan ilmu yang saya peroleh dari bangku perkuliahan dan juga saya sebagai 

mahasiswa magang dapat memperoleh berbagai pengalaman tentang proses Pelayanan 

Administrasi, Pelayanan Perizinan Urusan Penanaman Modal dan PTSP di Jombang. 

Oleh karena itu maka penulis mengambil judul “PROSEDUR PELAYANAN 

PERIZINAN DPMPTSP DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT KABUPATEN 
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JOMBANG”.  

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Magang  

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan Kuliah Kerja Magang (KKM) adalah:  

1. Menambah pengalaman dan pengetahuan mahasiswa mengenai keadaan yang 

sesungguhnya untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.  

2 Memperluas wawasan dan mengembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan praktis 

sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam kehidupan nyata.  

3 Mengetahui dan memahami penerapan teori-teori yang pernah diterima pada waktu 

kuliah. 

1.3 Manfaat Kuliah Kerja Magang  

1. Bagi Mahasiswa  

a. Untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku 

perkuliahan dengan realitas di lapangan.  

b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada ilmu yang dimiliki serta 

dalam tata cara hubungan dengan masyarakat dilingkungan kerja. 

c. Dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri 

dalam dunia kerja di masa yang akan datang.  

2.Bagi Instansi  

a. Sebagai salah satu sarana penghubung antara pihak instansi dengan Fakultas 

Ekonomi, STIE PGRI DEWANTARA Jombang. 

b. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

1.4 Tempat Kuliah Kerja Magang 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang terletak di Jalan Presiden KH. 

Abdurrahman Wahid No. 151, Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, 

Provinsi Jawa Timur 61419. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang merupakan 

jenis pelayanan perizinan dan penandatanganan izin urusan penanaman modal dan PTSP.  

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi 
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Gambar 1.2 Lokasi 

1.5 Jadwal Waktu Kuliah Kerja Magang 

Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan dalam satu bulan, selama 30 hari kerja 

terhitung pada tanggal 08 November – 17 Desember 2021. Dengan jadwal masuk sebagai 

berikut: 

Monday  7:00AM–3PM 

Tuesday  7:00AM–3PM 

Wednesday  7:00AM–3PM 

Thursday  7:00AM–3PM 

Friday   7:00AM–3PM 

Dengan masuk 5 hari kerja 2 kali libur berlaku untuk semua karyawan dan mahasiswa 

magang. 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT KULIAH MAGANG 

 

2.1 Sejarah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang 

Pada Desember 2014, Joko Widodomemiliki pemikiran penciptaan pelayanan 

pemerintah yang mudah diakses masyarakat. Joko Widodo mengharapkan ada suatu 

Dinas yang mampu melayani perizinan dan non perizinan yang cepat dan tidak berbelit.  

Pada Januari 2015, Pemikiran Joko Widodo diimplementasikan secaranyata oleh 

Bupati Jombangdengan dibentuknya Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

DinasPelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) adalah satuan kerja perangkatdaerah yang 

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013tentang penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Satuan kerja inimemiliki tugas untuk melayani perizinan 

dan non perizinan dengan sistemsatu pintu. 

Pada Januari 2017, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah namamenjadi 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Dalam rangka menciptakan kondisi iklim investasi yang kondusif maka daerah 

memotivasi dalam berinovasi meningkatkan daya saing di segala bidang strategis untuk 

kemajuan daerahnya, hal ini bertujuan untuk menghadapi pasar bebas dunia yang secara 

tidak langsung Indonesia merupakan bagian dari hal tersebut. Oleh karenanya 

pemerintah pusat menyusun strategi inovatif dalam upaya menghadapi persaingan 

dikanca internasional. Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan strategi pemerintah 

dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang 

merupakan dinas yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang 

Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang tahun 2018 Nomor 61/D). Hal 

ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan 

dan non perizinan sehingga dapat meningkatkankepuasan terhadap masyarakat dengan 

mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan meliputi : 

1. Kesederhanaan dalam prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, 

cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 
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2. Kejelasan dan kepastian dalam hal prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan (baik 

teknis dan administratif), unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab, Rincian 

biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayaran. 

3. Kepastian waktu, pemprosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha 

pemohon. 

4. Kepastian hukum, proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, 

sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang 

menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemiliknya. 

5. Kemudahan akses, ditunjukan dengan ketersediaan informasi yang dapat dengan 

mudah dan langsung diakses oleh masyarakat dan Pelayanan aparatur yang 

responsive. 

6. Kenyamanan, memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan rasa 

nyaman bagi pemohon izin. 

7. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. 

Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Jombang mempunyai fungsi sebagai lembaga pemerintah yang paling depan dalam 

rangka membangun apresiasi positif masyarakat terhadap aparatur Pemerintah Daerah 

dalam skala makro dapat memberikan multi effect berupa partisipasi aktif masyarakat 

dalam pembangunan di Kabupaten Jombang. 

Kantor DPMPTSP terletak di Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151, 

Candi Mulyo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur 

61419. 

2.2 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang 

a. Visi  

Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing 

b. Misi  

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional 
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- Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi 

Unggulan Lokal dan Industri Sedangkan “MOTO” dari Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk mencapai visi dan misi 

tersebut adalah: “KEPUASAN ANDA ADALAH KOMITMEN KAMI” 

2.3 Struktur Organisasi  Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang 

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jombang sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 

2018, terdiri dari: 

a.  Kepala Dinas 

b.  Sekretariat, membawahi: 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 

 Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi. 

c. Bidang Perencanaan,  Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman 

Modal, membawahi 

 Seksi Perencanaan dan Pengembangan   Iklim Penanaman Modal; dan 

 Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal. 

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, membawahi: 

 Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha; dan 

 Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha. 

e. Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, membawahi: 

 Seksi Sistem Informasi; dan 

 Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan. 

f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahi: 

 Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan 
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h

DAN ASET ASET

PENGAWASAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI                                                                                                                                                                 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

Peraturan Daerah

Nomor  :     61    Tahun    2018
KEPALA DINAS

Dra. WOR WINDARI, M.Si

SEKRETARIS

JOKO TRIONO, SE

KELOMPOK                                                              

JABATAN FUNGSIONAL

SUB SUB SUB

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM DAN EVALUASI 

MARDIAN NOOR, SE., M.Si LULUK MAIMUNAH, S.Pd DIDIK SUGIYONO, SE, MM

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

KEPEGAWAIAN

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENYELENGGARAAN PENGOLAHAN DATA DAN PENGENDALIAN DAN 
KERJASAMA DAN PROMOSI PELAYANAN PERIZINAN SISTEM INFORMASI

PENANAMAN MODAL

SUWITO, S.Sos., M.Si SUPADI, SH., M.Si AGUS NURBADE E W, S.T Dra. Ec.MU'JIZATUN K, M.Si

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN

IKLIM PENANANAN MODAL BERUSAHA PENANAMAN MODAL

SISKA UTAMI, SE HENDRAWAN WIBISONO, SE UMI MUALIFAH, S.IP., ME CAHYO IVAN P, S.AP

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
KERJASAMA DAN PROMOSI PELAYANAN PERIZINAN KEBIJAKAN DAN PELAPORAN PENANGANAN PENGADUAN

PENANAMAN MODAL NON BERUSAHA PELAYANAN PELAYANAN PERIZINAN

DEDIK EKO P, SE KUMININGSIH, S.Sos PUTRI ARIFAH H, SE., Ak MACHFUDZ, S.IP., M.Si

UNIT
PELAKSANA TEKNIS

 Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional.  

h. Unit PelaksanaTeknis. 

2.4 Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Jombang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Jombang 

2.5 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 61 Tahun 2018,  tugas pokok 

dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai 

berikut : 

1. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu 

pintu; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu 

pintu; 
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3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di  bidang  penanaman  modal  dan pelayanan 

perizinan satu pintu; 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

5. Penyelenggaraan fungsifungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang 

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

6. Pembinaan penyelenggaraan fungsifungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah 

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga kemudian  teruraikan  dalam  tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan jabatan struktural yang ada sebagai berikut: 

2.5.1 Sekertariat 

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi. Dengan fungsi sebagai berikut: 

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

2. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

3. Pengelolaan administrasi keuangan; 

4. Pengelolaan administrasi perlengkapan; 

5. Pengelolaan administrasi aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 

6. Pengelolaan urusan rumah tangga; 

7. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang undangan; 

8. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas bidang; 

9. Pengelolaan kearsipan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 
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11. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan  penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; dan 

12. Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal 

dan 

13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

A.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional; 

2. Melaksanakan administrasi Kepegawaian, pembinaan, peningkatan disiplin dan 

pengembangan karier; 

3. Melaksanakan urusan   administrasi   umum, rumah   tangga/ keprotokolan, perjalanan 

dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat); 

4. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan  dan keamanan kantor; 

5. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

6. Melaksanakan kegiatan kehumasan, penomoran izin dan kepustakaan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

7. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal(SPM) dan 

Standar Operasional Prosedur; 

8. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan 

tugastugas organisasi dan tata laksana aparatur; dan 

9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

B. Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan penatausahaan  keuangan,  meliputi  pengelolaan anggaran, 

penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan 

verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; 
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2. Melaksanakan  pengurusan  gaji  pegawai  dan  pembayaran  hakhak keuangan 

lainnya; 

3. Menyusun,  melaksanakan  dan  mempertanggungjawaban  anggaran Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

4. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barangbarang 

inventaris kantor; 

5. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; dan 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

C. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan 

rencana program dan anggaran; 

2. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan 

bidang Perizinan dan penanaman modal; 

3. Melaksanakan  koordinasi  perencanaan program,  kegiatan  dan anggaran bidang 

Perizinan dan penanaman modal; 

4. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian 

pelaksanaan program dan anggaran; 

5. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perizinan 

dan penanaman modal; 

6. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan 

anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; 

7. Melaksanakan  supervisi,  pelaporan,  evaluasi  dan  monitoring pelaksanaan 

tugas; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

2.5.2 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman 

Modal 

Bidang  Perencanaan,  Pengembangan,  Kerjasama  dan  Promosi  Penanaman Modal  

mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagian  tugas  Dinas Penanaman Modal 
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dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama 

dan Promosi Penanaman Modal, dengan fungsi : 

1. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan 

rencana pengembangan penanaman modal lingkup  daerah  berdasarkan  sektor 

usaha maupun wilayah. 

2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan kebijakan dan /atau deregulasi 

penanaman modal lingkup daerah. 

3. Pengembangan  potensi  dan  peluang  penanaman  modal  lingkup daerah 

dengan memberdayakan Dinas usaha melalui penanaman modal, antara lain 

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah. 

4. Penyusunan     dan     pengembangan    kebijakan/strategi promosi penanaman 

modal lingkup daerah. 

5. Perencanaan  kegiatan  promosi  penanaman  modal  di  dalam dan luar negeri. 

6. Penyusunan  bahan,  sarana  dan  prasarana promosi penanaman modal, dan 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

8. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

A. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

Seksi  Perencanaan  dan  Pengembangan  Iklim  Penanaman  Modal mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

1. Melaksanakan Pengkajian, pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana  

umum, rencana  strategis dan  rencana pengembangan  penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan sektor usaha. 

2. Melaksanakan Pengkajian,  pengumpulan data, analisis dan penyusunan rencana  

umum, rencana  strategis dan  rencana pengembangan  penanaman modal lingkup 

daerah berdasarkan wilayah. 

3. Melaksanakan Pengkajian,  pengumpulan data, analisis dan penyusunan  

kebijakan dan /atau deregulasi penanaman  modal lingkup  daerah berdasarkan 

sektor usaha. 

Melaksanakan Pengkajian,  pengumpulan data, analisis dan penyusunan 
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kebijakan dan /atau deregulasi penanaman  modal lingkup  daerah berdasarkan 

wilayah. 

4. Melaksanakan pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup 

daerah dengan memberdayakan Dinas usaha melalui penanaman modal. 

5. Menyusun profil penanaman modal dan profil investasi kemitraan, dan 

6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, 

Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal. 

B. Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal 

Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pengumpulan data dan  analisis pelaku usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi. 

2. Melaksanakan kerjasama dan  fasilitasii  terhadap  pelaku usaha mikro, kecil, 

menengah, besar dan koperasi 

3. Melaksanakan  pengumpulan data,  analisis dan  penyusunan kebijakan/strategi 

promosi penanaman  modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha. 

4. Melaksanakan  pengumpulan  data,  analisis dan  penyusunan kebijakan/strategi  

promosi penanaman  modal berdasarkan wilayah. 

5. Melaksanakan  perencanaan  promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha 

dan wilayah. 

6. Melaksanakan  promosi penanaman  modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

7. Melaksanakan  penyiapan  bahan/sarana  dan prasarana promosi penanaman 

modal. 

8. Melaksanakan publikasi  dan  distribusi bahanbahan  promosi penanaman modal. 

9. Melaksanakan kegiatam promosi penanaman modal didalam dan luar negeri; dan 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, 

Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal. 

2.5.3 Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang 

pelayanan dan administrasi Perizinan dengan fungsi: 
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1. Pelaksanaan, perencanaan, pengolahan, pemeriksaan, verifikasi, identifikasi, 

koordinasi, validasi, evaluasi, pelaporan, administrasi pelayanan, penerbitan 

perizinan 

2. Pelaksanaan, perencanaan, pengolahan,  pemeriksaan,  verifikasi, 

identifikasi,  koordinasi, validasi, evaluasi, pelaporan, administrasi pelayanan, 

penerbitan perizinan  non berusaha. 

3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

A. Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha 

Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Merencanakan penyelenggaraan  pelayanan perizinan berusaha; 

2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang meliputi 

pemeriksanaan dan identifikasi, pengolahan, verifikasi dan validasi dokumen/berkas 

permohonan pelayanan perizinan berusaha; 

3. Menerbitkan dokumen perizinan berusaha 

4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan    pelayanan perizinan berusaha; 

5. Membuat  konsep  penyelenggaraan  pelayanan perizinan berusaha yang cepat, efektif 

dan efisien; 

6. Menyusun     dan     mengevaluasi     laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan 

berusaha; 

7. Melaksanakan   administrasi       pelayanan       penyelenggaraan pelayanan perizinan 

berusaha; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan. 

B. Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha 

Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Merencanakan    penyelenggaraan      pelayanan  perizinan  non berusaha; 

2. Melaksanakan  penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  berusaha yang  meliputi 

pemeriksanaan  dan  identifikasi,  pengolahan, verifikasi dan validasi dokumen/berkas 

permohonan pelayanan perizinan non berusaha; 

3. Menerbitkan dokumen perizinan non berusaha 
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4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha; 

5. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha yang cepat, 

efektif dan efisien; 

6. Menyusun  dan  mengevaluasi  laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan non 

berusaha; 

7. Melaksanakan administrasi  pelayanan  penyelenggaraan pelayanan perizinan non 

berusaha; dan 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan. 

2.5.4 Bidang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi 

Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dalam bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, Kebijakan dan 

Pelaporan layanan Dengan fungsi : 

1. Pelaksanaan verifikasi/validasi  dan  pengolahan  data  perizinan  dan penanaman 

modal. 

2. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan penanaman modal. 

3. Pembangunan,  pengembangan  dan   pengelolaan  serta  pemeliharaan sistem 

informasi penanaman modal. 

4. Pengelolaan  kearsipan  perizinan  dan  penanaman  modal  baik  secara elektronik 

maupun non elektronik; 

5. Perumusan  dan  pelaksanaan   kebijakan   dalam   penyelenggaraan perizinan  dan 

penanaman modal. 

6. Pelaksanaan   monitoring   dan   evaluasi   pelaksanaan   kebijaka 

penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Seksi Sistem Informasi 

A. Seksi Sistem Informasi 

Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas sebagai berikut : 
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1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal. 

2. Melaksanakan  pemeliharaan  sistem informasi penanaman modal. 

3. Melaksanakan    verifikasi dan validasi    data perizinan    dan penanaman modal. 

4. Melaksanakan  pengolahan data perizinan  dan penanaman modal. 

5. Mengelola  arsip  perizinan   dan  penanaman  modal  baik  secara elektronik 

maupun non elektronik. 

6. Membangun,    menyediakan,    mengembangkan    sarana    dan prasarana  

infrastruktur  jaringan  sistem  teknologi informasi  dan dukungan  administrasi  

serta  peningkatkan layanan perizinan dan penanaman modal. 

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang  Pengolahan Data dan 

Sistem Informasi 

B.  Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan 

Seksi Kebijkan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Menganalisa perkembangan data perizinan dan penanaman modal. 

2. Melaksanakan evaluasi data perizinan  dan  penanaman modal. 

3. Menyiapkan bahan dan membuat konsep   rancangan kebijakan dan harmonisasi 

peraturan terkait dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal. 

4. Menyusun  laporan  kebijakan  dan  harmonisasi  peraturan terkait perizinan  dan 

penanaman modal. 

5. Menerima, menganalisis  dan menyusun bahan  pertimbangan kebijakan terkait  

pemberian insentif  dan  pemberian  kemudahan berusaha  sesuai dengan  

peraturan  perundangundangan 

6. Menyiapkan,  merencanakan menyusun, dan mengevaluasi data dan    bahan    

pelaporan    yang    meliputi;  pengembangan, pengendalian,  mutu  layanan,  

standar layanan  (SOP,  SP,  SPM  dan MP), serta  Inovasi  layanan perizinan dan 

penanaman modal. 

7. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan 

perizinan dan penanaman modal, dan 

8. Melaksanakan tugas   lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan Data 

dan Sistem Informasi. 
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2.5.5 Bidang Pengendalian dan Pengawasan 

Bidang Pengendalian dan pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian  

tugas  Dinas  Penanaman Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu dalam bidang 

pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal serta penanganan pengaduan 

pelayanan perizinan. Dengan fungsi : 

1. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan 

wilayah. 

2. Pelaksanaan  pembinaan  dan  fasilitasi  penyelesaian  permasalahan penanaman 

modal. 

3. Pelaksanaan  pengawasan  kepatuhan  dan  kewajiban  perusahaan penanaman 

modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangundangan. 

4. Perencanaan, perumusan,   dan  pelaksanaan  kebijakan  penanganan pengaduan, 

advokasi layanan  dan  informasi pelayanan  perizinan dan 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

A.  Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Seksi  Pengendalian  Pelaksanaan  Penanaman  Modal  mempunyai  tugas sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan pemantauan     pelaksanaan     penanaman     modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah. 

2. Melaksanakan  pemantauan  realisasi  penanaman  modal  melalui Laporan  

Kegiatan  Penanaman  Modal  berdasarkan sektor usaha dan wilayah. 

3. Melaksanakan     pembinaan     pelaksanaan     penanaman     modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah. 

Melaksanakan   fasilitasi   penyelesaian   permasalahan  penanaman modal 

lingkup daerah. 

4. Melaksanakan   pengawasan   atas   kepatuhan   perusahaan  sesuai ketentuan 

peraturan perundangundangan. 

5. Melaksanakan   pengawasan   atas   kewajiban   perusahaan  sesuai ketentuan  

kegiatan  usaha dan  peraturan perundangundangan 
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6. Melaksanakan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala  Bidang pengendalian 

dan pengawasan. 

B. Seksi Penangan Pengaduan Pelayanan Perizinan 

Seksi Penangan Pengaduan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan  dalam  

penyelenggaraan  pelayanan perizinan 

2. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi  

layanan  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

3. Merencanakan dan mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi,    

dan konsultasi    layanan    dalam    penyelenggaraan pelayanan perizinan. 

4. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi,  dan  

konsultasi  layanan  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan 

5. Memberikan  dan  memfasilitasi  layanan  pengaduan, infomasi,  dan konsultasi  

layanan  dalam penyelenggaraan perizinan. 

6. Merumuskan  dan  menganalisis  data  permasalahan   penanganan pengaduan, 

informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan 

perizinan. 

7. Memonitoring  dan  mengevaluasi  data  penanganan  pengaduan, informasi  ̧ dan  

konsultasi  layanan  dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. 

8. Mengkoordinasikan    penanganan    pengaduan,      informasi, dan konsultasi 

layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. 

9. Membuat    konsep   penanganan   pengaduan   dan  tindaklanjut pengaduan, 

informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan. 

10. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan  

penyelenggaraan  pelayanan perizinan. 

11. Mengkaji  dan  mengolah  (simplifikasi,  sinkronisasi)  bahanbahan kebijakan dan 

harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan  advokasi 

(termasuk untuk  memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa 

pelayanan perizinan  sesuai  ketentuan peraturan 

12. Mengumpulkan, menganalisa bahan, merencanakan kebijakan dan harmonisasi  

serta  advokasi layanan  terkait  dengan  pelayanan perizinan dan advokasi  

penyelesaian  sengketa pelayanan 
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13. Mengkoordinasikan dan evaluasi kebijakan    serta    harmonisasi regulasi daerah 

terkait pelayanan perizinan dan advokasi dalam penyelesaian  sengketa  pelayanan 

perizinan. 

14. Menyiapkan bahan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal. 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan 

Pengawasan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) 

 

3.1 Pelaksanaan Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang 

Waktu Kegiatan Kuliah Kerja Magang dilaksanakan dalam satu bulan, selama 30 hari 

kerja terhitung pada tanggal 08 November –17 Desember 2021. Dengan jam kerja sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Jam Kerja Kuliah Kerja Magang 

Hari Kerja Jam Kerja Keterangan 

 

Senin–Jumat 

07:00–12:00 Jam Kerja 

12:00- 13:00 Istirahat 

13:00- 15:00 Jam Kerja 

 

Dengan masuk 5 hari kerja 2 kali libur berlaku untuk semua karyawan dan mahasiswa 

magang. 

Tempat Pelaksanaan Magang yaitu sebagai berikut : 

Nama Instansi  :  Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang 

Alama  : Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151, Candi 

Mulyo,   Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi 

Jawa Timur 61419. 

Telepon  : (0321) 873333 

Website  : http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/ 

3.2 Pembahasan Teori 

3.2.1 Pengertian Pelayanan 

Secara etimologis, pelayanan ialah ”usaha melayani kebutuhan orang lain”. 

Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau 

pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. 

http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/
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Pengertian lebih luas disampaikan Daviddow dan Uttal (Sutopo dan 

Suryanto, 2003:9) bahwa pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi 

kepuasan pelanggan. 

Pelayanan publik yang dimaksud dalam Keputusan Menpan Nomor 63 

Tahun 2003 (Menpan, 2003:2) adalah ”segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sejalan 

dengan Rancangan Undang Undang Pelayanan Publik (Republik Indonesia, 2007:2) 

memaknai bahwa ”pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara 

dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 

1. Pengertian Pelayanan Terpadu satu Pintu 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) adalah kegiatan 

penyelenggaraan jasa perizinan dan non-perizinan, yang proses pengelolaannya di mulai 

dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan ijin dokumen, dilakukan secara 

terpadu dalam satu tempat. 

Dengan konsep ini, pemohon cukup datang ke satu tempat dan bertemu dengan 

petugas front office saja. Hal ini dapat meminimalisasikan interaksi antara pemohon 

dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan-pungutan tidak resmi yang 

seringkali terjadi dalam proses pelayanan. 

Pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) pada dasarnya 

ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan 

dalam bentuk : 

a. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam 

pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat 

berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan. 

b.  Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan 

biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi 

menjadi lebih transparan. 

c. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem 

pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang 



 

 

21 
 

tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga 

berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu. 

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (one stop service) ini 

membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Pasalnya, dengan pengurusan 

administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali dan 

administrasi bisa dilakukan simultan. 

Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan 

nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani dalam satu 

lembaga. Harapan yang ingin dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada 

peran usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, 

diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat murah, mudah, transparan, pasti, 

dan terjangkau, di samping untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap 

pelayanan publik. 

Bentuk pelayanan terpadu ini bisa berbentuk kantor, dinas, ataupun Dinas. Dalam 

penyelenggaraannya, bupati/wali kota wajib melakukan penyederhanaan layanan 

meliputi : 

a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP); 

b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu 

yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; 

c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan 

dalam peraturan daerah; 

d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan 

proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; 

e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua 

atau Lebih permohonan perizinan; 

f. Pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 

g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan Lingkup tugas PPTSP meliputi 
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pemberian pelayanan atas semua hentuk pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota. 

Selain itu PPTSP mengeiola administrasi perizinan dan non perizinan dengan 

mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kearnanan berkas. Dalam 

pengertian sempit, pelayanan terpadu dapat berarti sebagai satu instansi pemerintah 

yang memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi pelbagai 

perizinan (licenses, permits, approvals dan clearances). 

Tanpa otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut instansi pemerintah 

tidak dapat mengatur pelbagai pengaturan selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini 

instansi tersebut tidak dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan 

dalam berbagai tingkat administrasi, sehingga harus bergantung pada otoritas lain. 

2. Standar Operasional Prosedur 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) dan Peraturan Presiden Nomor 91 

Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, maka dalam rangka percepatan 

dan peningkatan Penanaman Modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan 

perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2018, DPMPTSP Kabupaten Jombang melakukan penyesuaian 

regulasi dan SOP dalam penerapan OSS yang diintegrasikan dengan aplikasi internal 

DPMPTSP Kabupaten Jombang yaitu SIPINTER OSS ( Sistem Informasi Pelayanan 

Perizinan Terintegrasi OSS ). Dengan adanya integrasi aplikasi tersebut, maka ada 

penyesuaian standar operasional prosedur dalam proses penyusunan SOP yang 

terintegrasi dengan OSS sebagaimana Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

PTSP Kabupaten Jombang tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan 

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. 

3. Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Satu Pintu 

Asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik satu pintu yaitu : 

1. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti oleh 

usaha jasa. 
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2. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat.Salah satu contoh dengan menggunakan jasa urus perijinan yang 

resmi 

4. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender, dan status ekonomi.Dan juga warga yang ingin 

memiliki surat ijin membangun bangunan 

5. Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan pariwisata hanya melibatkan tahap-

tahap yang penting dan melibatkan personil yang telah di tetapkan. 

6. Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban, yaitu pemberi dan penerima 

pelayanan perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

7. Profesional, pemprosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik 

untuk validasi administratif, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian 

kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan 

dan prosedur yang telah ditetapkan 

Perizinan-perizinan Online Single Submission 

- Perizinan lingkungan dan pemenuhan standar bangunan 

Setelah investor/pelaku usaha mendapatkan NIB dan perizinan dasr 

1. Bagi investor/pelaku usaha yang melakukan kegiatan investasi/berusha di 

wilayah yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau berada 

dalam KEK, KI, KSPN, dan KPBPB, tidak memerlukan izin lokasi dalam 

melakukan kegiatan berusaha 

2. Bagi yang melakukan kegiatan investasi/berusaha di wilayah yang belum 

memiliki RDTR, wajib mengajukan izin lokasi melalui Sistem OSS 

3. Melaksanakan komitmen untuk menyelesaikan pemenuhan standar dalam 

jangka waktu tertentu, yaitu : 

Perizinan lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai 

dengan kerangka acuan dan penilaian serta upaya kelayakan lingkungan-upaya 
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pengelolaan lingkungan (UKL-UPL) . 

- Perizinan Berusaha 

1. Untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidang usahanya (KBLI), 

investor/pelaku usaha wajib memiliki atau menyelesaikan Izin usaha sesuai bidang 

usahanya, seperti Izin Usaha Industri (IUI), surat izin usaha perdagangan (SIUP), 

Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), dsb 

2. Yang diberikan secara otomatis setelah memenuhi komitmen perizinan lingkungan 

dan pemenuhan standar bangunan (bagi izin usaha sector yng tidak memerlukan 

komitmen pemenuhan standar, misalnya surat izin usaha perdagangan /SIUP) 

3. Bagi izin usaha yang sektornya memerlukan komitmen pemenuhan standar, 

investor/pelaku usaha wajib berkomitmen untuk menyelesaikan pemenuhan standar 

dalam jangka waktu tertentu 

4. Investor/pelaku usaha wajib mematuhi standar yang ditetapkan dalam izin usaha 

sesuai bidang usahanya (KBLI), seperti pemenuhan standar (terkait dengan 

kesehatan, keselamatan, dan keamanan, misalnya sector kesehatan (carapembuatan 

obat yang baik/CPOB) dan perhubungan udara). 

5. Pengawasan terhadap keutuhan standar dilaksanakan oleh checker atau profesi 

(auditor) 

6. Investor/pelaku usaha yang tidak mematuhi standar sesuai komitmen yang 

ditetapkan dalam jangka waktu tertentu mendapatkan sanski berupa teguran, 

pembekuan izin, atau pencabutan izin. 

- Perizinan komersial 

1. Untuk melaksanakan kegiatan komersial (pemasaran, distribusi, ekspor barang jasa 

yang dihasilkan, dan/atau impor bahan baku/komponen/barang jadi), 

investor/pelaku usaha wajib memenuhi komitmen atau mematuhi ketentuan 

dan/atau standar dalam perizinan komersial yang meliputi Standar Nasional 

Indonesia (SNI), Dinas Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan/atau Tata 

Niaga 

2. Setelah komitmen pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dipenuhi, 

investor/pelaku usaha dapat langsung melakukan kegiatan komersial dengan 

kewajiban mematuhi standar yang ditentukan 
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3. Pengawasan kepatuhan pemenuhan standar dilaksanakan oleh checker atau profesi 

(auditor) 

4. Investor/pelaku usaha yang tidak memenuhi standar sesuai komitmen yang 

ditetapkan dalam jangka waktu tertentu mendapatkan sanksi berupa teguran, 

pembekuan izin, atau pencabutan izin. 

3.2.2 Manfaat Bagi Masyarakat 

Memiliki izin usaha bagi masyarakat sangat penting, namun terkadang tidak sedikit 

masyarakat yang enggan untuk mengurus izin usahanya disebabkan oleh beberapa hal 

salah satunya pikiran mengurus izin usaha hanya menghabiskan dana.Inilah beberapa 

manfaat memiliki izin usaha : 

1. Sebagai sarana perlindungan hukum 

Dengan memiliki ijin maka usaha anda tercatat secara legal oleh pemerintah sehingga anda 

dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP, dengan begitu anda akan merasa 

nyaman dan aman dalam membuka usaha 

2. Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan usaha. 

Dalam meningkatkan usaha yang anda miliki, tidak terlepas dari tamabahn atau dibutuhkan 

suntikan modal dari perbankan. Nah Sebagai syarat pengajuan kredit modal usaha 

disyaratkan adanya ijin usaha. 

3.  Sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang 

Untuk beberapa jenis usaha seperti pengembang perumahan dan produksi, kegiatannya 

berkaitan erat dengan tender suatu proyek. Dalam tender, mensyaratkan bahwa para 

peminat harus memiliki bukti legalitas. Oleh karenanya kepemilikan ijin usaha yang 

merupakan bukti legalitas menjadi sangat penting bagi para pengusaha. 

4. Sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional 

Bagi para pengusaha lokal yang ingin memperluas jangkauan pemasaran ke level 

internasional kepemilikan ijin usaha juga sangat membantu. Hal ini dikarenakan ijin 

usaha menjadi syarat pendukung untuk melaksanakan perdagangan ekspor dan impor. 

5. Sebagai sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha 
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Dengan mengurus ijin usaha dan mencatatkannya di instansi-instansi pemerintah maka 

membuka peluang anda untuk mempromosikan secara individu dan membuka peluang 

untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kredibilitas 

usaha anda juga semakin terpercaya karena sudah terbukti secara legal formal, sehingga 

masyarakat tidak ragu untuk memilih produk barang/jasa anda. 

3.3 Hasil Pengamatan di tempat Magang 

 Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai Organisai Perangkat Daerah yang 

memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat harus memberikan pelayanan secara 

transparan, cepat dan akuntabel. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan 

sifat dan karakteristik yang berbeda, Berdasarkan hal tersebut Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sangat bermanfaat bagi 

masyarakat khususnya Kabupaten Jombang. Adapun manfaatnya meliputi: Sebagai 

sarana perlindungan hukum, Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang 

perkembangan usaha, Sebagai syarat mengikuti tender dan syarat mengikuti lelang, 

Sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional, Sebagai sarana promosi dan 

meningkatkan kredibilitas usaha. 

Dukungan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni, 

menjadiprasyarat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien (Buchari, 

2016). Terkait dengan pelayanan pada masyarakat dalam bidang perizinan, maka 

diharapkan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jombang semakin meningkatkan kinerja 

pelayanan perizinan pada masyarakat sehingga kepuasan masyarakat dalam pelayanan 

perizinan yang telah diberikan akan semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat.  

3.4 Usulan Pemecahan Masalah/Solusi 

Sejauh ini, ada beberapa permasalahan penanaman modal pada masing 

kabupaten/kota yang terindentifikasi yaitu masih kurangnya kesadaran perusahaan baik 

PMA maupun PMDN untuk menyampaikan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal 

(LKPM), selain itu masih terdapatnya izin prinsip yang telah dikeluarkan tidak terealisasi 

sehingga untuk mencapai realisasi investasi belum maksimal, serta masih kurang 

optimalnya promosi daerah sehingga masih perlu peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia terutama dalam pemproseaan izin melalui OSS dan yang terakhir belum 

lengkapnya standar penyusunan kajian potensi investasi yang siap ditawarkan kepada 

calon investor. 
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 Dalam hal ini setiap masalah dalam penanaman modal dapat diatasi secara bersama dan 

berimbas pada peningkatan investasi guna  untuk mendukung visi dan misi DPMPTSP 

dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan sehingga menjadi lebih baik. 

 Dalam Sistem OSS merupakan salah satu elemen kebijakan percepatan pelaksanaan 

berusaha yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, selain 

pembentukan Satgas Pengawalan Berusaha dan Reformasi Regulasi. Pelaksanaan sistem 

pelayanan terpadu ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dan bagi investasi atau 

kegiatan usaha yang sudah berjalan, selanjutnya dapat menyesuaikan perizinan berusaha 

melalui Sistem OSS, untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ataupun 

perpanjangan atau perubahan izin usaha dan atau izin komersial. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut kesimpulannya: 

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Proses Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu 

 Secara keseluruhan proses pengurusan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Jombang seperti pelayanan perizinan IMB, SIUP, izin 

lokasi, izin reklame, dan izin gangguan meliputi dari alur proses perizinan dimulai dari 

yang pertama, pemohon mengambil formulir yang sudah kami sediakan, kemudian 

pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrsi lalu pemohon 

mengumpulkan formulir beserta persyaratannya, kemudian petugas pelayanan akan 

memberikan kepada petugas yang sesuai dengan izin yang pemohon urus, selanjutnya 

setelah petugas tersebut membuat surat izinnya lalu dicek oleh bagian pengawasan 

untuk dicek surat izinnya kemudian diberi no registrasi selanjutnya diberikan kepada 

petugas kembali untuk disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. 

2. Manfaat masyarakat Jombang yang membuat perizinan SIUP, Izin Lokasi, Reklame dan 

lainnya,  Sebagai sarana perlindungan hukum, Sebagai syarat dalam kegiatan yang 

sifatnya menunjang perkembangan usaha, Sebagai syarat mengikuti tender dan syarat 

mengikuti lelang, Sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional, Sebagai 

sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan di atas maka penulis 

memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-

pihak yang berkepentingan. Saran yang ingin disampaikan adalah Dinas Penanaman 

Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jombang membuat bagan alur pelayanan 

perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan 

tidak merasa kebingungan ketika pertama kali masuk ke bagian ruang pelayanan, dan 

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Jombang dapat membuat 

standar pelayanan agar sesuai dengan standar pelayanan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan KKM  
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Lampiran 2. Formulir Kegiatan Mahasiswa  
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Lampiran 3. Daftar Absensi Kegiatan 
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan  
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membantu acara Bimbingan teknis kebijakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko 

bagi umum 

 

 

  Membantu acara bimbingan teknis kebijakan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko 

bagi umum 

 

 

membuat laporan perjalanan dinas 
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Merekap data KP- 4 

 

 

 

 Melakukan penomoran SK IMB  

 

Membantu acara OSS-RBA  

 

 


